
BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana
Desa Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk
disesuaikan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten
Bengkalis,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25),

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):
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4.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321),

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen5.
Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6134):

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan6.
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang7.
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094),

. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan8.
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang9.
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611):
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesa Nomor
222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) beserta
perubahannya yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Dampaknya:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentangPedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1261):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman PenyusunanTata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa:
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14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36):

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis
(Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonomi:

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Bengkalis,
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis,
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten

Bengkalis,
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintah Desa,

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah Daerah,

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah Desa,

10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus:
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Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat
ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran
pembagiannya sama untuk masing-masing Desa:
Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat
ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara
Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai
bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable
tertentu:
Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK
adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan
hasil penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa,
Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD
merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan
hasil penilaian kinerja desa pada aspek tata kelola
pemerintahan desa (ITKPD, aspek kualitas pembangunan
desa (IKPD) dan aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH):
Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap priode:
Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ
adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana
Desa yang dibuat oleh Desa penerima ALokasi Dana Desa:
Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa
yang ditentukan berdasarkan variable independent dan
merupakan indicator yang dapat digunakan untuk
membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa
dengan Desa yang lainnya,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum
Daerah,

Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 3
Tata cara pengalokasian ADD Setiap Desa

Alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagiberdasarkan:
a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM):
b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dan
c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).
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(2) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a

ditetapkan 7096 (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu
anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada
seluruh Desa se-Kabupaten:

(3) Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa
adalah 2540 (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pagu
anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx,

(4) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing
persentase bobotnya sebagai berikut:

a. 5096 (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk,

b. 3090 (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk
miskin,

c. 1076 (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah: dan

d. 10Y0 (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan

geografis.

(S5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

ditetapkan 5” (lima perseratus) dari jumlah pagu

anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan skor nilai IKD

masing-masing desa.

(6) Nilai BDx dan nilai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
W - (BDxJP t BDxJPM t BDxLW # BDxIKG) x ADDP

Keterangan:
W 2 Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung

berdasarkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis Desa.

BDxJP -# jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap
total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM - jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW - jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa
terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG - jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG
Kabupaten.

ADDP - pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP 2 Jumlah Penduduk Desa.

JPM - Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW s Luas Wilayah Desa.
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(2)

(3)

(4)

IKG - Indeks Kesulitan Geografis Desa.
Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :

BDxJP z 502 (Lima puluh Perseratus) bobot JP x
Rasio JP

b. Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:
BDxJPM - 30x (Tiga puluh Perseratus) bobot JPM x

Rasio JPM
c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :

BDxLW - 10 (Sepuluh Perseratus) bobot LW x
Rasio LW

Jl

d. Bobot Indek Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:
BDxIKG - 104 (Sepuluh Perseratus) bobot IKG x

Rasio IKG
Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

Jumlah penduduk DesaRasio JP -
Total penduduk Desa se-Kabupaten

b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan
rumus :

Jumlah penduduk miskin DesaRasio JPM -
Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten

c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

luas wilayah Desa
Rasio LW -

Total luas wilayah Desa se-Kabupaten
d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan

rumus :

Indek Kesulitan Geografis
Total indek kesulitan geografis Desa se-

Kabupaten

Rasio IKG -

Hasil keluaran dari penilaian kinerja desa adalah dalam
bentuk Indeks kinerja desa (IKD) dengan perhitungan sebagai
berikut:
a. Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang

dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil nilai Indeks
tata kelola pemerintahan desa (ITKPD) dikali bobot
ditambah nilai Indeks kualitas pembangunan desa (IKPD)dikali bobot ditambah nilai Indeks desa peduli lingkungan
hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini
dihitung dengan formula sebagai berikut:
IKD — BX ITKPD #- PX IKPD #- Px IPLH
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Dimana:

IKD

B

ITKPD

IKPD

IPLH

Indeks Kinerja Desa
Bobot masing Indeks ditetapkan dengan
bobot 356 (tiga puluh lima per seratus)
untuk ITKPD, 3076 (tiga puluh per seratus)
untuk IKPD dan 3546 (tiga puluh lima per
seratus) untuk IPLH
Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indeks Kualitas Pembangunan Desa

Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup

b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek penilaian kinerja
desa dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks
masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD)
dihitung berdasarkan penjumlahan dari nilai 12 (dua
belas) indikator kinerja ITKPD, dengan rumus sebagai
berikut:
ITKPD — PX ITKPD14 PX ITKPD 24 PX ITKPD 34 PXITKPD4 4 PXITKPDS4 P

XITKPD 64 PX ITKPD7 4 BXITKPD8 4 Px ITKPD 9 4 Px ITKPD 10
4 2x ITKPD11 4 PK ITKPD 12

Pp

Dimana:
ITKPD
g

Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
Bobot masing-masing indikator
ditetapkan adalah:

Bobot 10Y6 (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 1

Bobot 10Yo (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 2
Bobot 7,50 (Tujuh koma
perseratus) untuk ITKPD 3
Bobot 7,50 (Tujuh koma
perseratus) untuk ITKPD 4
Bobot 7,50 (Tujuh koma
perseratus) untuk ITKPD 5
Bobot 7,590 (Tujuh koma
perseratus) untuk ITKPD 6
Bobot 7,54 (Tujuh koma
perseratus) untuk ITKPD 7
Bobot 7,5 (Tujuh koma
perseratus) untuk ITKPD 8

lima

lima

lima

lima

lima

lima

Bobot 106 (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 9
Bobot 10X (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 10
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- Bobot 5Y0 (Lima perseratus) untuk
ITKPD 11

- Bobot 100 (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 12

ITKPD1 : Indeks indikator 1: Sistem Layanan
Informasi Publik

ITKPD2 : Indeks indikator 2: Inovasi Layanan
Publik Desa

ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Transparansi
Keuangan Desa

ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Kepatuhan Waktu
Penetapan Perdes APBDesa tahun
berjalan

ITKPD 5 : Indiks indikator 5: Ketepatan waktu
posting APBDesa dalam Siskeudes
setiap tahun

ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan
Pembayaran Kewajiban Pajak

ITKPD7 : Indeks indikator 7: Kapasitas SDM
Pengelolaan Keuangan

ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Manajemen
Pengelolaan Aset Desa

ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Kebijakan yang
mengafirmasi Perempuan dan Anak
Dalam Pembangunan Desa

ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan
Permusyarawatan Desa (BPD)

ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan
Sarana Pendukung BPD

ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD
Dalam Menjalankan Fungsi

- Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD)
dihitung berdasarkan penjumlahan 6 (enam) indikator
penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:

IKPD — BXIKPD 1 # PX IKPD 2 PX IKPD 3 # PX IKPD 44 BXIKPDS 4 PP8
IKPD 6

Dimana:
IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

B : Bobot masing-masing indikator yang
ditetapkan adalah:
- Bobot 1090 (Sepuluh perseratus)
untuk IKPD 1

- Bobot 20 (Dua puluh perseratus)
untuk IKPD 2

- Bobot 200 (Dua puluh perseratus)
untuk IKPD 3
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IKPD5

IKPD 6
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- Bobot 25 (Dua puluh lima
perseratus) untuk IKPD 4

- Bobot 10Yo0 (Sepuluh perseratus)
untuk IKPD 5

- Bobot 1546 (Lima belas perseratus)
untuk IKPD 6

Indeks indikator 1: Kinerja Indeks Desa
Membangun
Indeks indikator 2: Kinerja Penurunan
Kemiskinan Desa
Indeks indikator 3: Kinerja
Kemandirian Keuangan Desa
Indeks indikator 4: Program
Pemberdayaan Masyarakat
Indeks indikator 5: Partisipasi
perempuan dan anak dalam
pembanguan desa
Indeks indikator 6: Tingkat Swadaya
Masyarakat Desa dalam Pembangunan
Desa

Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH),
dihitung berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja IPLH,
dengan rumus sebagai berikut:

IPLH — BXIPLH 14 BXIPLH 24#- BX IPLH 34 BX IPLH 4
Dimana:
IPLH

p

IPLH 1

IPLH 2

IPLH 3

IPLH 4

Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup
Bobot masing-masing indicator yang
ditetapkan adalah:
- Bobot 3076 (Tiga puluh perseratus) untuk
IPLH 1

- Bobot 256 (Dua puluh lima perseratus)
untuk IPLH 2

- Bobot 2540 (Dua puluh lima perseratus)
untuk IPLH 3

- Bobot 20Y0 (Dua puluh perseratus) untuk
IPLH 4

Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait
Lingkungan Hidup
Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait
Lingkungan Hidup
Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk
Perlindungan Lingkungan Hidup yang
dibiayai dari APBDes
Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa
untuk Lingkungan Hidup
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- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator
dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

(Nilairesa pe

— Nilaipesa mtn)dIndeks — O,1 4 0,9 x —— 7 “Nilaipesa max
— Nilaipesa min

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Petunjuk teknis penilaian indeks Kinerja Desa dan format
penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah
sedangkan ayat (8) huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui RKD dan
merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus
dianggarkan dalam APB Desa.

(2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk
berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

(3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat,
b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara

Desa:
c. Daftar Rekapitulasi Penyetoran Pajak tahun sebelumnya,

dan
d. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahap sebelumnya

keluaran Aplikasi Siskeudes.

(4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap:
a. tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 20” (dua

puluh perseratus),
b. tahap II, paling cepat bulan April sebesar 25” (dua puluh

lima perseratus),
c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 3576 (tiga puluh

lima perseratus),
d. tahap IV, paling cepat bulan Oktober sebesar 20” (dua

puluh perseratus), dan
e. besaran realisasi pembayaran ADD tahap IV berdasarkan

dari realisasi penerimaan transfer ke RKUD dari RKUN.

(5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bengkalis.
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(6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneruskan
permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD dari
RKUD secara langsung ke RKD.

(8) Pencairan dana pada Bank harus ditandatangani oleh Kepala
Desa dan Bendahara Desa yang dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. Kepala Desa menyusun Anggaran Kas Desa setelah

ditetapkannya APB Desa:
b. pencairan dana dari Kas Desa dapat dilakukan setiap

bulan sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam
anggaran kas,

c. dalam hal pencairan dana dari kas Desa tidak dilakukan
setiap bulan maka Desa dapat mencairkan dana dari kas
Desa sesuai dengan kebutuhan bulan sebelumnya
ditambah bulan berjalan sebagaimana tertuang dalam
anggaran kas,

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 September 2121

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 September 2021
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Teknologi, kearifan
lokal,

fasilitasipengurusan
seperti: Pengaduan

O
nline,Pengurusan

Adm
inistrasi

Kependudukan
secara

online

N
o

Bentuk
InovasiLayanan

D
esa

Keterangan

D
ijelaskan

Inovasilayanan
berkaitan

dengan
bidang

apa
saja?

123



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
Tata

Kelola
Pem

erintahan
D
esa

Variabel
:
Transparansi Keuangan

D
esa

Penilaian
(satuan)

:
D
okum

en
Keuangan

D
esa

yang
di

Publikasi

Tahun
:
2020/2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
ber dokum

en
untuk

verifikasi
:
Foto/D

okum
entasi

Publikasi D
okum

en
Keuangan

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

tid/stem
pel

Keterangan:
D
okum

en
keuangan

desa
m
eliputi: APBD

es, Rencana
Kerja

D
esa

(RKD
) dan

Pertanggung
Jaw

aban
APBD

es

Tidak
D
ipublikasikan

Verifikasi
N
o

Jenis
D
okum

en
Inform

asi
D
ipublikasikan

1
(D
okum

en
APBD

es
Jika

iya
lam

pirkan
D
okum

entasi
PublikasiInform

asi

2
(D
okum

en
Pertanggung

Jaw
aban

APBD
es

Jika
iya

lam
pirkan

D
okum

entasi
Publikasi

Inform
asi

D
okum

en
Rencana

Kerja
Pem

erintah
D
esa

(RKPD
es)

Jika
iya

lam
pirkan

D
okum

entasi
Publikasi

Inform
asi

3



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
Tata

Kelola
Pem

erintahan
D
esa

Kepatuhan
W
aktu

Penetapan
Perdes

APBD
es

dan
Kepatuhan

W
aktu

Posting
APBD

es
di

Variabel
Siskeudes

pada
tahun

berjalan
Penilaian

(satuan)
:
Ketepatan

W
aktu

Tahun
:
2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
berdokum

en
untuk

verifikasi
:
D
okum

entasiM
usyaw

arah
D
esa

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

ittd/stem
pel

Keterangan
:

Ketentuan
w
aktu

pengesahan
dan

penetapan
APBD

berdasarkan
hasilm

usyaw
arah

D
esa

N
o

W
aktu

Penetapan
Tanggal

Penetapan
Keterangan

Il.
Ikapan

desa
anda

m
enetapkan

APBD
es

tahun
20218

2.
IKapan

desa
anda

m
em

posting
APBD

es
dalam

siskeudes?



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
Variabel
Penilaian

(satuan)
Tahun
N
am

a
D
esa

Kecam
atan

Jum
lah

Pajak
yang

dibayarkan
sum

ber
dokum

en
untuk

verifikasi

:
Tata

Kelota
Pem

erintahan
D
esa

:
Kepatuhan

Pem
bayaran

Kew
ajiban

Pajak
:
Kepatuhan

Pem
bayaran

Pajak
:
2020/2021

:
Rp

:
D
okum

en
Pem

bayaran
Pajak

(N
am

a
D
esa)

Penghulu

ttd/stem
pel

2021

Jum
lah

Pajak
yang

N
o

Kepatuhan
Pem

bayaran
Iya/Tidak

dibayarkan
(Rp)

Keterangan

1
Apakah

D
esa

anda
m
em

bayarpajak
setelah

selesaipelaksanaan
Jika

iya
lam

pirkan
nota

pem
bayaran

pajak
kegiatan?

?
Apakah

D
esa

anda
m
em

bayar pajak
dilakukan

secara
keseluruhan

Jika
iya

lam
pirkan

nota
pem

bayaran
pajak

pada
akhir tahun

(31
D
esem

ber)?



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
Tata

Kelota
Pem

erintahan
D
esa

Variabel
:
Kapasitas

SD
M

Pengelolaan
Keuangan

Penilaian
(satuan)

:Jangka
w
aktu

kerja
Bendahara

D
esa

Tahun
:
2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
ber

dokum
en

untuk
verifikasi

:
SK

Pengangkatan
Bendahara

D
esa

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

ttd/stem
pel

N
o

Kapasitas
SD

M
Iya/Tidak

Keterangan
Apakah

Bendahara
desa

anda
telah

bekerja
lebih

dari
5
tahun

di desa
1

landa?
Jika

iya
lam

pirkan
SK

pengangkatan
Bendahara

D
esa

Apakah
Bendahara

desa
anda

telah
bekerja

lebih
dari3

tahun
didesa

|

2
landag

Jika
iya

lam
pirkan

SK
pengangkatan

Bendahara
D
esa

Apakah
Bendahara

desa
anda

telah
bekerja

lebih
dari2

tahun
desa

Ia

3
Jika

iya
lam

pirkan
SK

pengangkatan
Bendahara

D
esa

anda?



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
Tata

Kelola
Pem

erintahan
D
esa

Variabel
:
M
angjem

en
Pengelolaan

Aset
D
esa

Penilaian
(satuan)

:
Tata

Kelola
Aset

D
esa

Tahun
:
2020/2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
ber dokum

en
untuk

verifikasi
:
D
okum

en
Perdes

dan
Pencatatan

Aset
D
esa

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

tid/stem
pel

N
o|M

anajem
en

Pengeloaan
Aset

D
esa

Iya/Tidak
Tahun

Terbit
Judu!

Perdes
Keterangan

1

D
esa

M
em

ilikiPerdes
tentang

Jika
iya

lam
pirkan

dokum
en

perdes
pengelolaan

aset?

Iya/Tidak
Tahun

terakhir
Jum

lah
unit aset

D
esa

Keterangan
pencatatan

2
D
esa

m
elakukan

pencatatan
Aset

Jika
iya

lam
pirkan

dokum
en

pencatatan
aset desa

Jum
lah

U
nitAsetyang

|
Jum

lah
PAD

es
daripem

anfaatan
'ya/ridak

dim
anfaatkan

Aset
D
esa

(Rp)
Keterangan

3
Pem

anfaatan
asetyang

m
enghasilkan

Lam
pirkan

SK
Pengelolaan

aset
PAD

es?

2



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
Tata

kelola
Pem

erintahan
D
esa

Variabel
:
Kebijakan

yang
M
engafirm

asi Perem
puan

dan
Anak

D
alam

Pem
bangunan

D
esa

Penilaian
(satuan)

:
Jum

lah
Kebijakan

Tahun
:
2020/2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
berdokum

en
untuk

verifikasi
:
D
okum

en
Kebijakan

D
esa

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

ttd/stem
pel

Contoh
Kebijakan

D
esa:

I.
Peraturan

D
esa

tentang
perlindungan

perem
puan

dan
anak

2.
Peraturan

Kepala
desa

tentang
pem

berdayaan
perem

puan
dan

anak
3.

Peraturan
tentang

keterlibatan
perem

puan
dan

anak
dalam

perencanaan
dan

pem
bangunan

desa

N
o

D
aftar

Kebijakan
D
esa

terkaitdengan
perem

puan
dan

anak
Tahun

Terbit
Keterabngan

Contoh
:Perdes

N
o.5

Tahun
2021

tentang
Perlindungan

Perem
puan

dan
Anak

2021
D
okum

en
Perdes

terlam
pir

123



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
Tata

kelola
Pem

erintahan
D
esa

Variabel
:
Kinerja

Badan
Perm

usyaraw
atan

D
esa

(BPD
)

Penilaian
(satuan)

:
Jum

lah
Kegiatan

BPD
Tahun

:
2020/2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

Sum
ber

dokum
en

untuk
verifikasi

:
D
okum

en
notulensirapat, absensirapat

(N
am

a
D
esa)

Penghulu

tid/stem
pel

2021

N
o

Tugas
BPD

Iya/Tidak
List N

am
a
Kagiatan

M
usyaw

arah/aspirasi
Tanggal

Pelaksanaan
Keterangan

Apakah
BPD

M
enggali, M

enam
pung

dan
M
enyam

paikan
Aspirasi dan

Pengaduan
M
asyarakat?

Jika
iya

lam
pirkan

D
okum

entasi dan
Berita

Acara
hasil

aspirasi

Apakah
BPD

M
elaksanakan

EvaluasiKinerja
Pem

erintah
D
esa

1
kali setahun?

Jika
iya

Lam
pirkan

D
okum

entasi dan
laporan

hasil
evaluasi terbaru

Apakah
BPD

M
elaksanakan

M
usyaraw

arah
D
esa

?

Jika
iya

kam
pirkan

D
okum

entasiU
ndangan

M
usdes

dan
Foto

Kegiatan

Apakah
BPD

M
elaksanakan

M
usyaraw

arah
anggota?

Lam
pirkan

D
okum

entasi, AbsensiRapat dan
Berita

Acara
Rapat

1234



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
Tata

kelola
Pem

erintahan
D
esa

Variabel
:
Kelengkapan

Sarana
Pendukung

BPD

Penilaian
(satuan)

:
Jum

lah
Sarana

Prasarana
Tahun

:
2020/2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
berdokum

en
untuk

verifikasi
:
D
okum

entasi/foto
sarana

dan
prasarana

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

ttd/stem
pel

N
o

Sarana
Prasarana

Pendukung
BPD

Iya/Tidak
Keterangan

Apakah
BPD

D
esa

m
em

ilikiSekretariat/Kantor
Khusus

BPD
?

Jika
iya

lam
pirkan

dokum
entasi foto

kantor

Apakah
BPD

D
esa

M
em

ilikiStaff Adm
inistrasi BPD

?
jika

iya
lam

pirkan
SK

penunjukan
Staff Adm

inistrasi
BPD

Apakah
BPD

D
esa

M
em

ilikiAnggaran
Penunjang

O
perasional dan

Kegiatan
BPD

(diluar gaji)?
Jika

iya
lam

pirkan
jum

lah
alokasianggaran

didalam
APBD

es

123



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
Tata

Kelola
Pem

erintahan
D
esa

Variabel
Inovasi

BPD
D
alam

M
enjalan

Fungsi
Penilaian

(satuan)
Jum

lah
Inovasi

Tahun
2020/2021

N
am

a
D
esa

Kecam
atan

sum
ber

dokum
en

untuk
verifikasi

D
okum

entasikegiatan
inovasi, dokum

en
pendukung

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

ttd/stem
pel

Keterangan
Jenis

InovasiM
eliputi

:

Il.
M
eja/Loket

Aspirasi
2.

Sarana
Pengaduan

3.
W
a
G
roup

BPD
bersam

a
m
asyarakat

4.
Ranperdes

Inisiatif
BPD

Keterangan
Lain

: D
esa

harus
m
elam

pirkan
bukti verifikasidalam

bentuk
dokum

entasi/SK.

N
o

Bentuk
Inovasi

Tahun
M
ulai D

ilaksanakan
Keterangan

Sebutkan
bentuk

inovasi?
123



IN
D
IKATO

R, VARIABEL
D
AN

BO
BO

T

Indikator
Bobot

Indikator
Variabel

Bobot Variabel

Kualitas
Pem

bangunan
D
esa

304
Kinerja

Indeks
D
esa

M
em

bangun
IYA

Kinerja
Penurunan

Kem
iskinan

D
esa

204

Kinerja
Kem

andirian
Keuangan

D
esa

20K

Program
Pem

berdayaan
M
asyarakat

25K

Partisipasi perem
puan

dan
anak

dalam
pem

banguan
desa

10K

154
Tingkat Sw

adaya
M
asyarakat

D
esa

dalam
Pem

bangunan
D
esa



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Kriteria
:
Kualitas

Pem
bagunan

D
esa

Indikator
Kinerja

Indeks
D
esa

M
em

bangun,
Kem

iskinan,Pem
berdayaan

dan
Kem

andirian
Penilaian

(satuan)
:
N
ilaiAgregat

Tahun
:
2019/2020

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
ber dokum

en
untuk

verifikasi
:
Indeks

ID
M
, Statistik

Kem
iskinan

dan
APBD

es

(N
am

a D
esa),

2021

Penghulu

ttd/stem
pel

N
o

U
raian

2019
2020

2021

N
ilai Indeks

D
esa

M
em

bangun
Tahun

(2019-2020)

Jum
lah

Penduduk
M
iskin

(Jiw
a)

Tahun
(2019-2020)

Jum
lah

TotalPendapatan
D
esa

Tahun
2021

(Rp)

Jum
lah

PAD
esa

Tahun
2021

(Rp)

TotalBelanja
D
esa

Tahun
2021

(Rp)

AlokasiAnggaran
Bidang

Pem
berdayaan

D
esa

Tahun
2021

(Rp)

123456



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Kriteria
:
Kualitas

Pem
bangunan

D
esa

Indikator
:
Partisipasi perem

puan
dan

anak
D
alam

Pem
bangunan

D
esa

Penilaian
(satuan)

:
Jum

lah
Kegiatan

Tahun
:
2020/2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
ber

dokum
en

untuk
verifikasi

:
D
okum

entasi/foto
kegiatan, laporan

kegiatan

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

H
d/stem

pel

Keterangan:
Contoh

(1) Padat
Karya

yang
m
elibatkan

Perem
puan,

(2)
Pelatihan

yang
M
elibatkan

Perem
puan,

(3)
Penyedian

Tam
an

Baca
U
ntuk

Anak,
(4) Kegiatan

Perlindungan
Anak,

(5) dan
lain-

lain

N
o

Jenis
Kegiatan

Anggaran
(Rp)

Sum
ber

D
ana

W
aktu

Pelaksanaan

dst 123



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Kriteria
:
Kualitas

Pem
bangunan

D
esa

Indikator
:
Tingkat Sw

adaya
M
asyarakat

D
esa

D
alam

Pem
bangunan

D
esa

Penilaian
(satuan)

:
N
ilaiSw

adaya
M
asyarakat

Tahun
:
Sam

pai Tahun
2020

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

sum
ber

dokum
en

untuk
verifikasi

:
1.Surat

hibah
darim

asyarakat kepada
Pem

erintah
D
esa

2. D
okum

entasikegiatan
sw

adaya

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

ttd/stem
pel

Bentuk
-Bentuk

Sw
adaya

D
alam

Pem
bangunan

D
esa:

1.H
ibah

Tanah
Pem

akam
an/Jalan/Sarana

O
laraga/

Jaringan
Listrik

2.Sum
bangan

M
akan

M
inum

U
ntuk

Kepentingan
Kegiatan

D
esa

3.Kegiatan
G
otong

Royong
(Tukang

Yang
Tidak

D
iberiU

pah)
4.H

ibah
Barang

(Sarana
Kebersihan, Am

bulance,G
edung,

D
II)

5.H
ibah/Sum

bangan
Lainnya

N
o

Jenis
H
ibah/Sw

adaya
N
ilaiH

ibah/N
ilaiSw

adaya
(Rp)

W
aktu

Pelaksanaan

123

n
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IN
D
IKATO

R, VARIABEL
D
AN

BO
BO

T

Indikator
Bobot

Indikator

D
esa

PeduliLingkungan
3573

Variabel
BobotVariabel

Kebijakan
D
esa

terkait
Lingkungan

H
idup

304

InovasiD
esa

Terkait
Lingkungan

H
idup

25K

Kegiatan
D
esa

untuk
Perlindungan

Lingkungan
H
idup

yang
dibiayai dari APBD

es
25K

Kelem
bagaan

D
esa

untuk
Lingkungan

H
idup

201



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
D
AN

VARIABEL
PEN

ILAIAN
KIN

ERJA
D
ESA

KABU
PATEN

BEN
G
KALIS

Indikator
:
D
esa

PeduliLingkungan
Varabel

:
Kebijakan

D
esa

terkait
Lingkungan

H
idup

Penilaian
(satuan)

:
Jum

lah
Kebijakan

Tahun
:
H
ingga

Tahun
2021

N
am

a
D
esa

:

Kecam
atan

:

Sum
ber

dokum
en

untuk
verifikasi

:
D
okum

en
kebijakan

yang
diterbitkan

D
esa

(N
am

a
D
esa)

2021

Penghulu

ttd/stem
pel

Keterangan:
|.kebijakan

yang
diterbitkan

oleh
D
esa

dalam
kurun

w
aktu

&
tahun

terakhir
(2014-2020) atau

priode
pem

erintahan
desa

terakhir:

2.kebijakan
yang

dibuatdapat
dilaksanakan

yang
dibuktikan

dengan
adanya

kegiatan,
baik

yang
terdapat dalam

belanja
kam

pung
m
aupun

dukungan
m
asyarakat, CSO

/N
G
O
:

3.
untuk

keberlanjutan
assesm

ent,kebijakan
desa

yang
telah

dibuatdapat
dijakankan

secara
efektifsetiap

tahunnya, baik
dengan

adanya
dukungan

pem
biayaan

m
aupun

dalam
bentuk

gotong
royong:

4.jenis
kebijakan

desa
pro

lingkungan
hidup,diantaranya:

perdes, perkades, keputusan, edaran, him
bauan

kepala
desa

dan
sebutan

lainnya
yang

relevan:

5.contoh:kebijakan
tentang

desa
tanggung

bencana, desa
ram

ah
lingkungan, desa

hijau, desa
peduli gam

but, tata
ruang

desa,pengelolaan
sam

pah,pencegahan
karhutia,dil,

N
o

Jenis
Peraturan

N
am

a
Peraturan

Tujuan
N
om

ordan
Tahun

terbit

Contoh: Perdes
Perdes

tentang
pencegahan

kebakaran
D
alam

rangka
pencegahan

kebakaran
N
om

or
5
Tahun

2020
123



FO
RM

ISIAN
IN
D
IKATO

R
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